STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES MENGUNGGAH DATA PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA
BAPPENAS, BERITA KEGIATAN, DAN PENGADUAN PADA SITUS
HTTP://BIROHUKUM.BAPPENAS.GO.ID

1. Alur Mekanisme Unggah Peraturan/Keputusan ke Website Biro Hukum

Alur Proses

Keterangan

Membuat Salinan
Peraturan/Keputusan
Menteri PPN/Kepala

Bappenas

Unggah
Peraturan/Keputusan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas ke website

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan membuat
Salinan Peraturan dan Keputusan Menteri PPN/Kepala
Bappenas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum
mengecek Salinan Peraturan/Keputusan Menteri PPN/Kepala
Bappenas yang akan di unggah ke website Biro Hukum.

Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum
memutuskan apakah Salinan Peraturan/ Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas atau tidak.

Staf’ Teknologi Informasi mengunggah Peraturan/Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas yang telah disetujui oleh
Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum.




2.  Alur Mekanisme Unggah Berita ke Website Biro Hukum

Alur Proses

Keterangan

Membuat berita
kegiatan

Unggah Berita ke Website
Biro Hukum

http://birohukum.bappenas.go.id

Selesai

Staf Biro Hukum yang ditunjuk oleh Kepala Bagian
Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum untuk membuat
berita pada kegiatan yang diikutinya.

Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum
mengecek dan memutuskan apakah berita dapat diunggah ke
website Biro Hukum.

Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum.

Staf Teknologi Informasi mengunggah berita yang telah
disetujui oleh Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan
Informasi Hukum.




3. Alur Mekanisme Jawaban Pengaduan Hukum yang melalui Website Biro Hukum

Alur Proses

Keterangan

Pengaduan Hukum
dari masyarakat
melalui website

vane Biro Hukum

Penyusunan
Jawaban Pengaduan
Hukum

TIDAK

Unggah Jawaban ke
Website Biro
Hukum

Selesai

Staf Teknologi melaporkan pengaduan hukum kepada
Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi
Hukum

Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi
Hukum mengecek apakah pengaduan hukum tersebut
merupakan kewenangan Biro Hukum untuk
menjawabnya.

Apabila Pengaduan hukum merupakan kewenangan Biro
Hukum untuk menjawab maka Kepala Bagian
Pengembangan dan Informasi Hukum mendistribusikan
kepada Kepala Bantuan Hukum untuk menjawab,
sedangkan apabila bukan kewenangan Biro Hukum
maka Pengaduan Hukum tersebut dihapus.

Kepala Bagian Bantuan Hukum menyusun jawaban

Kepala Bagian Pengembangan Hukum memeriksa
jawaban Pengaduan Hukum

Staf Teknologi Informasi mengunggah berita yang telah
disetujui oleh Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan
Informasi Hukum.
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